
PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 45 TAHUI 2012
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KDWENANGAN PENYELENGGARAAil
PELAYANAN PERIZINAN DARI BUPATI CIANJUR KEPADA CAMAT

DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CtANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelayanan perizinan
kepada masyarakat dan sebagai simpul pll"y.rrrnpertzinan, perlu melimpahkan - sebagian
kewenangan Bupati Cianjur dalam pembe rian"izin
kepada Camat di Kabupaten Cianjuri

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2)
huruf a jo pasal 15 ayat (5) peraturan pemirintah
Nomor 19 Tahun 20Og tentang Kecamatan, perlu
menetapkan peraturan Bupati Cianjur tentangpelimpahan Sebagian Kewenangaipenyelenggaraan pelayanan perizinan dari Bufati
Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangpembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalari
Lingkungan D ja,"r,a Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tah un 1950 Nomor 34) sebagaimana
telah diubah dcngan Undang_undang Nomor 4
Tahun- 1969 tentang pembentukan Kabupatenpurwakarta clan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Unclang_Undang Nomor t+ fihun 1SSO
tentang pembcntukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan propinsi Djawa -Barat

(Lembaran Negar:,r Republik Indonesia Tahun 196g
Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2g5 1);

2. Undahg-Undzurg Nomor 32 ,l.ahun 2OO4 tentangpemerintahan Daerah (Lembaran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaiman:r tcl:rh beberapa kati diubah terakhir
dengan Undang-Ur-rdang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubah:tn Kedua Al.as Undang_Undang
Nomor 32 'lajrun 2OO4 tentang pemerintahan
Daerah (l,embar-ln Negara Republik Indonesia
Tahun 200tJ Ntlmor 59, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4g44);
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3. Peraturan pcmerintah Nomor 19 Tahun 2O0gtentang Keci.rmatarr 
^(Lembaran wegara RepublikIndonesia tahrrn 2OtOg Nomor +6,-*T"_b.fr.,.,

Lembaran Negar-a Republik tndonesiaj;
4. Peraturan pc.nerintah Nomor 3g Tahun 2OO7tentang peml_ragian Urusan pem.rintafran AntaraPemerintah, pcmerintah Daerah p.rp*"i danPemerintah Daerah Kabupaten/Kot. ii...,Ur..r,

Iegara Repr"rblik Indonesia Tahun Z0O7 itomor SZ,Tambahan Lcmbaran Negara n.p"tfit 
-lndonesia

Nomor 474T1;

5. Peraturan Menl.t:ri Dalam Negeri Nomor 24 .tahun
2006 tentan g pecloman eeny. te.rggara.r, eltuyrrr.rlTerpadu Satu pintu;

6. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri 4 Tahun 2O1Otentang pedonrern pelayanan administrasi ferpaduI{ecamatan;

7. Peraturan Dacrzrh Kabupaten Cianjur Nomor 03Tahun 200g tcntang Urusan fr.*..iit"f.u" Daerah
{Lembaran Daererh Kabupaten Ci.,T".l;;n 2oO8Nomor 03 Seri D);

8. Peraturan Dacrith l(abupaten Cianjur Nomor O7Tahun 200g tcntang brganisasi 
- 
peme-rintahan

Daerah dan pernbeniukari o.g;;J";^;erangkat
Daerah (Lembaran jagra! fi"O"p"t 

" CianjurTahun 2008 Nomor 07 Seri D) ";#;;na tetahbeberapa kali diubah terakhir a-..r!il"'il.rtr."n
Daerah Kabuperl<:n Cianjur Nomor i'o'i"i". ZOrrtentang perubahan Kedua atzrs peraturan OaerahKabupaten Cianjur Nomor O7 Tahun Z0dS t".rt"rrgOrganisasi Pemerintahan O"..rH danPembentukan organisasi p.r^;;k;;^' Daerah
[3U9nat3n Cianjur (Lembaran nr..?h-X"b,rp.t..,
Cianjur Tahun 201 I Nomor 38 Seri tt; 

^*'
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14Tahun 20t2 tentang Retribusi iri.i- U.".,Olrit o.,Ban gunan (Lembaran ?":Ti, X"Urf .i.rr-' ci..r.|u,Tahun 2012 Nomor 32 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 5Tahun 2OI2 tentang Retribusi fil" C"^.rggrr..(Lemparan Daerah Kabupaten Cianju;Ta;;; 2012Nomor 33 Seri B);

MEMU?USKAN:

Menetapkan : pELIMpAHAN StrBAG]AN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
BUPATI CIANJUR IGPADA CAMAT
CIANJUR.

KEWENANGAN
PERIZINAN DARI
DI KABUPATEN



.)

BAB I
KE?ENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
i. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban,

dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatang.";;;t;
atas nama penerima wewenang.

2. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha dan/atau kegiatan, baik dalam bentuk izin atau tanda daftar
usaha.

3.

4.

Perizinan pararel adalah penyel:nggaraaan perizinan yang diberikan
kepada pelaku usaha yang diberikan sekaligus me.rcikuf lebih dari
satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaln.
Eksternalitas aclaiah kriteria pe.limpahan urusan pemerintahan
dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat daripenyelenggaraan suatu urusan pcmerintahan.
Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan denganmemperhatikan daya guna l-crtinggi yang dapat diperoleh j,ari
penyelenggaraan suatu urusan pcmeriniahan di iingkup t eca_atan.
Daerah adalah Kabupaten Cianj u r.
Pemerintah Daerah adalah Bupati bcserta perangkat daerah sebagai
unsur penyeienggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
Sekretaris Daerzrh adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
Kepala Radan adalah Kepala llac{an pelayanan perizinan Terparlu
dan Pena.naman Modal Kabupalcn Cianjur.
Camat adalah Camat di Kabuparlen Cianjur.
Dinas Pengelolaan Keuangan rlan Aset Dae rah adalah Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Cianjur.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Cianjur.
Anggaran Pendapatan dan tlelanja Daerah aclalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja D:rerah Kabupaten Cianjur.
Unit_ Peiaksana Teknis yang selanjutnya disebut UpT adalah unsur
pelaksana teknis pada dinas.
Rekening Kas Umum Daerah, sclanjutnya disebut RKUD adalahrekening tempat menyimpan l'.,ur,g du..uh yang ditentukan olehBupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pida bank yang aitetapt;rr.
Surat Ketetapan Retribusi Daer;rh, yang selanjutnya disebut SKRD,
adalah Surat Ketetapan Ret.ribusi yu.,g -.n.rriukan besarnya pokok
retribusi.

f,e11ana- Keda dan Anggaran SKpD yang selanjutnya disingkat RKA_
SKPD adalah dokumen perencan.tan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, .encana belanja p.og."i a"il t.gi.t"ri SXIO
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

E

6.

7.

8.
9.
10.

11.

13.

1L

L .J.

16.

t7.

18.
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BAB II
KRITERIA PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2
Kewenangan perizinan yang dilimpzrhkar-r Bupati kepada Camat harusmemperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.
b.

dilaksanakan berdasarkan krit<:ria eksternalitas clan internalitas
kewenangan pemberian izin hanya dilaksanakan pada lokal
kecamatan yang bersangkutan dan iidak bersifat lintas kecamatan;
dan
rzin yang diberikan dapat dilaksanakan dengan mudah, sederhana,
murah dan terjangkau baik secara operasionil maupun teknis.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3
(1) Bupati meiimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan

pelayanan perizinan kepada Camal, meliputi:
a. Izin Peruntukan penggunazln Tan:rh untuk rumah tinggal yang

dibangun oleh perseorangan dengan konstruksi t".rg,r?"r, 
""t,ilantai clan luas bangunan kurang dari 10O m2;b. Izin Mendirikan Bangr-rnan, clcngin klasifikasi:

perseorangan dengan
dan luas bangunan

2. sekolah dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas
bangunan kurang darj 1OO mz, kecuali perguruan tinggi;3. bangunan Kantor pemerintahan Desa. derigan t<on"iiui"i
bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100
ryl2.

(2) Pe.layanan Izin yang tidak termasuk claram klasifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanal<an oleh Badan.

1. rumah tinggal yang clibangun oleh
konstruksi bangunan satu lantai
kurang dari 100 m2;

BAB IV
PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
Penyel.enggaraan perizinan mcliputi pemeriksaan administratif,
pemeriksaan teknis, pemberiarr clan penolak an rzin, pembayaran
retribusi, pembiayaan, sarana dzrn prasarana, pelaksana teknis,
pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Camat menetapkan standar pelayanan prosedur untuk
penyelenggaraan pelayanan pcrizinan.
Standar pelayanan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurargnya meliputi:

(1)

(2)

a.
b.

d.

standar prosedur pelaksanaan;
waktu pelaksanaan;
biaya pelaksanaan;
tempat pelaksanaan; dan

(3)



(1)

(2)

i)

e. sarana dan prasarana pelaks:rnaan.

Bagian Kedua
pemeriksaan Administratif

Pasal 5
Pemeriksaan administratif ciilaksanakan terhadap berkaspersyaratan yang diajukan sebagaimana dipersyaratkan dalam
ketentuan peraturan perunda ng-u ndangan.
Apabila berkas persyaratan yang ciiajukan telah sesuai dengan yangdipersyaratkan dalam peraluran perundang_urid".rg"rr]
permohonan d:rpat diterima ata Ll ditolak.

berkas dengan

yang diajukan;

Bagian Keempat
Penerbitan dan Penolakan Izin

Pasal 7
Camat dalam menerbitkan atau
memperhatikan rekomendasi drrri
hasil pemeriksaan lapangan.

(1)

{2t

Bagian Ketiga
pemeriksaan Teknis Lapangan

Pasal 6
Pemeriksaan teknis lapangan dilakukan oleh Camat yang
berkoordinasi dengan UpT.

UPT sebagaimana dimaksud paria ayat (1) melaksanakan tugas
sebagai berikut:
a. peninjauan lokasi untuk memeriksa kesesuaian

keadaan di lapangan;
b. pemeriksaan teknis terhadap permohon an izin

dan
c. penyampaian rekomendasi kepada camat mengenai diterima

atau ditolaknya suatu permohonan izin.
(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenanganuntuk mengamb keputusan dalam memberikan ..ko*.r,i*ri

mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.

(1)

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 8
Pemohon dapat mengajr-rkan keberatan
penolakan izin.

Camat dalam jangka waktu pirling lambat
kerja sejak diterimanya keberatan, harus
tertulis beserta alasannya.

menolak permohonan izin harus
UPT yang berbentuk berita acara.

kcpada Camat atas

14 (empat belas) hari
memberikan jawaban

(2) Penerbitan izin atau penolakan izi' ditandatangi oleh camat dalambentuk Surat dengan menggunakan kop iecamatr., aerrgrn
tembusan kepada Sekretaris Dac*ih dan Kepala Badan.

(1)

(2t
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(3) Pemohon dapat mengajukan banding kepada Bupati atas keputusan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayaf ( 1) dalarn jangka
waktu 14 (empat beias) hari keria sejak diterimanya jawaban i..tlt"
dari Camat.

(1)

(2)

Bagian Keenam

Pembayaran Retribusi
Pasal 9

Retribusi yang berkaitan dengern penerbitan izin dipungut sesuai
ketentuan Peraturan Daerah.

Hasil pendapatan retribusi sei.ragaimana climaksud pada ayat (1)
disetorkan secara bruto ke RK{.,t1).

Bagian Ketujuh
Penandatangan SKRD

Pasal LO

Penandatanganan SKRD pada pclayanan perizinan d aksanakan oleh
Camat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala DPKAD sebagai
bahan perencanaan dan evaluasi derlam peniapaian iarget pendapatanl

BAB V
PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN PELAKSAI{A TEKNIS

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 1 1

Biaya penvelenggaraan pelayanan
dibebankan pada APBD.

Biaya penyelenggaraan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
terpisahkan dari RKA Kecamatan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana
. Pasal L2

Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan,
yaitu:
a. ioket/mejapendaftaran;
b. tempat pemrosesan berkas;
c. tempat pembayaran;
d. tempat penyerahan dokumr:n;
e. tempat pengolahan data dan inlormasi;
f. tempat penanganan pengaduan;
g. tempat piket;
h. ruang tunggu; dan
i. perangkat pendukung lainnya.

(1)

(2)

perizinan di kecamatan

perizinzrn di kecamatan
merupakan bagian tidak



(1)

(2)
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Bagian Ketiga
pelaksana Teknis

Pasal 13
Kecamatan menyediakan pelaksana teknis pelayanan, yaitu:
a. petugas informasi;
b. petugas loket/penerima berkas;
c. petugas operator komputer;
d. petugas pemegang kas; dan
e. petllgas lain sesuai kebutuhan.
Pelaksana teknis sebagaimana climaksud pada ayat (1) adalah pNS.

(1)

{21

BAB V
PEMBINAAN, PENGAU'ASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14
Perangkat dperah yang melaksanakan pembinaan teknis kepada
Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan perizinan
Pembinaan teknis yang dilaj<sanakan oleh perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pacia ayzrt (1) meliputi:
3 penetapan target pelayanan pcrizinan yang menjadi urusannya;b. pendataan potensi objek pcrizinan;
c penyusunan petunjuk tekr-ris pelayanan;
d. pengawasan teknis pelayanan perizinan;
t. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan;f. perrrbinaan teknis kepada petugas yang memberikan pelaynan

perizinan.

Pasal LS

Pengawasan pelziyanan perizinan clilaksanakan
yang mempunyai tugas melzrkszrnakan
peiaksanaan urusan pe merintahan daerah.

oleh perangkat daerah
penflawasan terhadap

Pasal 16
Camat melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan pelayanan
perizinan kepada Bupati melarui Sekretaris Daerah setiap 

'urrt"rr"y"
paling 

-lambat tangga; 10 bulan bcrjeLlan, dengan tembusan kepadaperangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan t.rp"a, aun
perangkat daerah yang bertanggung jau,ab melakukan pembinaan teknis
sebagaimana dimaksud dalam pasal t4 ayat (1).

(1)

Pasal 17
Bupati menetapkan kecamatan vang menyelenggarakan pelayanan
administrasi terpadu kecamala' d akukan 

" 
berdasarkan 

- 
hasii

evalua si-

Penetapan kecamatan sebzrgai penyelenggaran pelayanan
administrasi terpadu kecamatarn ditetapkan de.tga.t i"prit -,"".,
Bupati.

(2)
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:a. permohonan izin yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya

lergt_uran Bupati ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelJm
berlakunya Peraturan Bupati ini; danb. izin yang telah dikeluarkan sebelum berlal<unya peraturan Bupati
ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VII
K TENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku. pada tanggal diundangkan. Agar
setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan pingunOangari peratuiln
lyn1ti ini dengan penempatannya dalam eerita Oaeritr f"U"p.t*
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
28 Desember 2012

S DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

BERITA DAERAH TREiJPNTEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 65


